BAB |1

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dalam Bab |l dapat diambil kesimpulan sebagai
jawaban dari permaalahan sebagai berikut :

Kegaksaan sebagai lembaga yang bertugas / berfungs melakukan
penuntutan perkara khususnya dalam perkara korupsi, masih tetap mempunyai
eksistens berkaitan dengan lahirnya Komisi Pemberantasan Korups (KPK). Ini
disebabkan KPK dan Kegaksaan mempunya tujuan yang sama didaam
menangani tindak pidana korupsi sehingga kedua lembaga tersebut selalu
berdampingan dan saling melengkapi dalam menjalankan fungsinya, namun
demikian kadang dalam praktek masih sering terjadi gesekan, benturan antara
kedua lembaga tersebut terutama dalam tahap penyidikan perkara pidana

korupsi.

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka Penulis memberikan saran agar
pihak Kegaksaan melakukan kerjasama dan berkoordinasi dengan instans yang
terkait dalam penyidikan tindak pidana korupsi, mengadakan pendidikan dan
pelatihan kepada Jaksa-jaksa agar setigp Jaksa mempunya kredibilitas dan

mempunyai kelebihan di bidang penyidikan Tindak Pidana Korupsi, dengan
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tujuan supaya bisa mengoptimakan tugas-tugas Jaksa yang melakukan

Penyidikan Tindak Pidana Korupsi.
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